


  

FITRIANA, DKK i 

 

  

AKUNTANSI SEKTOR 

PUBLIK SEBAGAI 

INSTRUMEN 

TRANSPARANSI DAN 

KEADILAN SOSIAL



  

FITRIANA, DKK ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  

Pasal 1: 
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan.  

Pasal 9: 
2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 

memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. Penerbitan Ciptaan; b. 
Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; 
d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan; e. 

Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f. Pertunjukan Ciptaan; g. 
Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.  

 
Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100. 000. 000, 00 (seratus juta 
rupiah).  

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah).  
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SINOPSIS 

 

Buku “Akuntansi Sektor Publik sebagai 

Instrumen Transparansi dan Keadilan Sosial” 

membahas peran strategis akuntansi publik dalam 

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan 

menjamin distribusi sumber daya yang adil. Buku ini 

menguraikan konsep dasar akuntansi sektor publik, 

prinsip dan standar akuntansi pemerintah, serta 

perbedaan dengan akuntansi komersial. Penekanan 

diberikan pada akuntabilitas, transparansi, dan keadilan 

sosial sebagai tujuan utama pengelolaan keuangan 

publik. Selain itu, buku ini membahas reformasi 

akuntansi publik di Indonesia, inovasi digital, dan 

pemanfaatan big data untuk mendukung pengambilan 

keputusan berbasis bukti. 

Pembaca juga diajak mengeksplorasi hubungan 

akuntansi publik dengan kebijakan fiskal yang inklusif, 

evaluasi kinerja anggaran, serta tantangan etika dan 

keamanan informasi di era digital. Buku ini memadukan 

teori, praktik, dan studi empiris terkini untuk 

memberikan panduan komprehensif bagi akademisi, 

praktisi, dan pembuat kebijakan. Dengan pendekatan 

yang sistematis dan bahasa akademik yang mudah 

dipahami, buku ini menjadi referensi penting dalam 

memahami bagaimana akuntansi publik dapat menjadi 

instrumen reformasi, transparansi, dan keadilan sosial di 

era modern. 
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